LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

tomor ¢+ 5 Tahun 1992 3 Serie t D 3 lNomor : 5

PERATURAN DAERAII KABUFPATEN DAERAI TINGKAT TI MAGET.AIG
NOMOR 1 - TAIIUN . 1992 '
TENTADNG
PERUBAIIAN KEDUA PERATURAN DARRAIL

KABUPATEN DAERAIl TINGKAT® II MAGELANG
I"OMOR 7 TAITUN 1985 TENTANG KARTU KELUARC:

KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAIAN DAL/
RAICKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDIDUE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH - TINGKAT IT MAGELANG

— - ——————

enib:m# : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Gubermr
| Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah 'rc;

i b= ] 18 Juli 1991 Nomor : 474.4/278.1 ¢
Sl << L2 - tang Pelaksanaan Pengadaan ‘('ﬂ"w T;:r':-t
PR =F - Penduduk, perlu meninjau kenbali Fora
; T it ~turan Daerah Nomor 1-Tahun 1990 tentang
" m Perubahan Pertama Peraturan Daecrah Kabu
Bl S paten Daerah Tingkat II Mag relang Nomor
| fd 0 L ' 7 Tahun 1985 tentang Kartu Keluarm,Xar
; , it tu Tanda Penduduk dan Perubchan Dola
I s ) rangku Pelalksanaan Pendaftaran Fcul“wix
' vt ﬁ < . be bahwa untuk maksud tersebut perlu manm
TR - dakan perubahan yang kodua Peraturan Da
e erah Kabupaten Daerah Tingkat IT 1Mage
it V1 I lang Nomor 7 Tahun 1935 tentang Kartu
w 3 Keluarga, Kartu Tanda Ponduduk dan Poru

S e e

bghan dalam rangka pelaksanaan Pendaf-
taran Penduduk,
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Undang=undang Nomor 5 Tahun 197, tentang
Pokok=poko'c Pemerintahan di Daerah ;

Undong=undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Pe
raturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Pennentukan Dacrah-daerah Kabupa

- ton dalam Lingkungan Propinsi JawaTengan

Undang~undang Nomor 9/Drt Tahun 1953 ten
tang Perqawasan Orang Asing (LI Tahun
1953 Nomor Z, Tembahan LN Nomor 463) ;

UnAang-undang Nomor 9/Drt Tohun 1955 ten
tang Kenendudukan Orang Asing (LN Tahun
1955 Nomor 33) ;

Undang - undang Nomor 12/Drt Tahun 1957
tentang Peraturan Umun Retribusi Daerah;

Undang=uncang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa

Keputvsan Presiden Nomor 52 Tahun 1977

 tentang Pendaftaran Penduduk ;

Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404
Tahun 1977 tentang Penyusunon Peraturan
Daerah Tingeat II tentang Kartu Keluarga
Kartu Tanda Penduduk dalam rangka Pelak

_ sanaan Pendaftaran Penduduk ;

10,

Peraturan Doerah Kabupaten Daerah Ting
kat TI Magelang Nomor 7 Tahun 1985 jo Pe
raturan Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat
1T Yorelang Nomor 1 Tahun 1990 tentang-
Kartn Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan
2eruvahan dalam rangka polaksanaan pen
daf'taran Fenduduk,

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu
paten Daerah Tingknt IT Magelang.

ME]\T[IT[BI(ANO eeeee?
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MEMUTUSKAN

Menetapkan ¢ PERATURAN DAERAIl KABUPATEN DAERAI TINCKAT
II MAGELANG TENTANG PERUBAIAIT KEDUA PERATUR
AN DADRAIT 1IOMOR 7 TAIIUN 1987 TENTAUG KARTU

KELUARGA , KARTU TATDA PENDUDUEK DAIT PYPUDAIIAL
DALAM RANGhA PENDATTARAN PENDUDUE,

Pasal 1

Peraturan Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat II
Magelang llomor 7 Tahun 1925 tentang Kortu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perulaha
dalam rangka penduftaran penduduk yanz tclzah
dusyahkan dengan surat Keputusan Gubermur ¥o
pala Daerah Tingkat I Jawa Tencah tangea

20 September 1985, Nomor : 183. 3/248/193”

n

5
dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabu
paten Daerah Tingkat IT Magelang Tomcr 7 T
hun Serie D yang telah diubah dengan Per: U
an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Maze
lang Nomor 1 Tahun 1990 yang telah 4i ﬂ?':n
dengan Surat Keputusan Gubermur Kepzla Dacs
rah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 29 Ilioret
1990 Nomor : 188.3/104/1990 dan diundangian
dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Daerah Ting
kat II Magelang Tahun 1990 Seric D YNomor 3

dan diuboh lagi sebagai herikut : i

A. Pasal 6 ayat (1) ditambah dan dibaca seha
gai berikut :

a., Nomor KTP ;

b. Nama Lengkap 3

¢, Jenis Kelanin ;

d, Tompa?// tanggal lahir
e, Kawin / tidak kawin ;
f. Agama

¢. Pekerjaan

hs. Alamat ;

i. RT / RV ;

j. Desa / Kelurahan ;

k. Kecametan 3

L

t
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1. Masa Berlakunja ; SETWU
m. Golongan darah ; - { '
n. Pas photo den laminagi,

B. Pasal 7 diubah dan Ciltaca sebagai berikut :
- * g deal 7

(1) Kartu tanda Pendnduk diberilkan oleh Camat atas na
maNBupnti Kepala Ducrah

(2) Satiap Perduauk hanya dapat memiliki satu Kartu
Tanda Penauduk ;

(3) Kartu Tanca Penduduk berlalu dalam janeka woktu 2
(tiga) taltn  dan berakhirnya disesuaikan dengan
tanggal lanir pemilik Kartu Tanda Penduduk yang
bersangkutan.

C. Dianuara Pasal 7 dqn & disisipkan 6 (enam) Pasal ba
ru yaitu Pesal 7A s3/d 77 berlunyi sebagai berilmt :

 Pasel 7A
(1) Kartu Tanda Pendndul yang melebihi masa berlalunyz
dilaporkan oleh Pernduduk yang bersangkutan un+u*
diganti dengan .yang baru ;
(2) Kartu Tanda Penduduk yang rusck atau hilang digan
ti dengan yang baru scetelah mengﬁéukan/ﬁenungukkﬂn

bukti kerusajan dari Kepala Desa/Kelurahan atau su
rat keterangan kehilangan dari Kepolisian.

~Pasa 7B

(1) Bagi Pendudnk yaig berusia 60 (enam puluh) tahun -
keatas dapat 1iberikarn kartu tanda penduduk yang
jengka waiktu berlalunya scumur hidup ;

— el s

(2) Pembericn Karttv Tanda Penduduk sebagaimana dinaksw
sud ayat (1) Pasol iri hanya berlaku bagi Varga No
gara Indonesiu yong bartenpat tinggal tetap ;

(3) Pemberian Kartu Tanau Penduduk yang berlaku sewmr
hidup sebagnimana dimaksud Pasal 7B, tidak berlaku
bugi Warge Megara Indonesia yang terlibat langsung
?taupu? tidak langsung dengan Organisasi Terlarang

vT) °
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‘u- A NG - Pasal 70

it

(1) Feputusan sebagaimana dimaksud Pasal 7B Peraturzn
Daneroh ini tidak berlaku lagi apabila yang bersong
Jutan berpindah tempat tinggal/donisili ;

(2) Dilamona yang bersangkutan pindah tempat tingral sc
bagainena dimaksud ayat (1), Passl ini, Kepada yang
boersangkutan divajibkan untuk mengganti Kartu Tanda
Penduduk sesuail tempat tinggalnya yonz batu, ’

. Pasal 7D

(1) Kepada setiap Warga Negara Asing yanz belum meni
liki Surat Keterangan Kependudukan ( 8 K K) sebagal
engganti Kortu Tanda Penduduk dapat diberikan su-
rat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementarz -

( SKKPS) ;

(2) SKKPS sebagaimana dimaksud ayat (1) Paszl ini diter
bitkan oleh Bupati Kepala Daerah ;

(3) Kepada - Setiap Orang Asing hanya diberikon satu
: SKPPS. ‘

~ Pasal 7B

(1) Dalam SKKPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7D Pe
.raturan Daerah ini perlu dicantumkan :

a, Nomor SKKPS ' ;
. b, Nama Lengkap ;

c, Jenis Kelamin ;

d., Tempat dan tanggal lahir ;

¢, Kevarga Negaraan

f. Status Perkavinan ;

¢. Pekerjaan ;

he Alanmat Teuwpat tinggal

i. Datang dari nana j .

j. Tujuan kedatangannya

k. Jangka Waktu / lama kedatangannya ;
1/ Pengilul / anggota keluarganya ;
n. Keterangan,
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£6¢E

(2) Warna dasar SKKPC bagi orang Asing dimaksud ayat
(1) Pasal ini odaluh merah jambu, terbuat dari ker
tas HVS 70 granm ; 5
(3) Bentuk dan ukuran SKKPS dimaksud ayat (1) dan (2)
Pasal ini adalah sebufaimana terlampir pada Peratur
an Daerah ini.
| Pasul 7F
Berdasarken biaya vntuk penerbitan/penggantian baik
Kartu Tenda Penduduk (KTF) maupun surat keterangan Fen
daftaran Pendudu¥:Sementara (SKKPS) sebagaimana dimak
sud dalem Pasel 7, 7A, 7B, 7C, 7D Peraturan Daerah ini
diatur sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Peraturan
‘Daerzh ini. ry el
D. Pasal 11 diubab dan dibaca sebagai berikut :
(1) Kepada pemohon Iartu Keluarga dikenakan biaya se
besar Rp. 1.200,C7 (seribu dua ratus rupiah) ;

(2) Kepada pemohon k:z vt Tanda Penduduk (KTP) dikena
kan biaya sebagai berikut :
a. Bagi warga negara Indonesia sebesare...csseee
Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah) .
b. Bagi warza negai'a asing sebesar Rp. 2.200,00
(dua ribu dua ratus rupiah).

(3) Kepada Pemohon Surat Keterangan Pendaftaran Pen
duduk Sementara -Oraag Asing dikenakan biaya se
besar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

(4) Biays - biaya scbagaimena dimaksud ayat (1), (2)
dan (3) Pasul ini disetor ke Kas Daerah sebagni
penerimaan Daerah.

E. Pasal 14 ayat(3' diubah dan ditambah sebagai berikut

(3) Bagi scorang Penduduk yang akan pindah tempat
tinggal wajib menyerahkan kembali Surat Keterang
an Penduduk kepade Xepala Dasa/Kelurahan dan ke
pada Desa/V 21urahan berwenang menarik kembali Su
rau Keternngan Ponduduk tersebut ;

& Dipindai dengan CamScanner
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(4) Kepada Penduduk yang akan peindah tempat tinggal,De
sa/Kelurahan wajib memberikan Surat Pengantar Kete
rangan pindah.,

Pagal TT
Peraturan Dacrah ini berlaku sejak tanggal diun
dangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahiiinya, memerintahlkan pe
ngundengan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannys -
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT llaze
lang.

Kota Mungkid, 27 Pebruari 1992

D.P.R.D . BUPATI KEPALA DAERAE TINGEAT IT

KABUPATEN DATI II MAGELANG MAGELAUYVG
KETTUA
ttd tid

~H. RAMELAN, MOHAMAD SOLIIIN

DISAHKAVN

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 29 Mei 1992, Nomor : 188,3/211/1992
An. Sekretaris Wilayah/Dacrah Tingkat I
Jawa Tengah
Kepala Biro lukun
ttd
SARDJITO, Sl
NIP, 500 034 373.
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Diundangkan dalaw Lembaran Daerah
Kabupaten Dyerab Tingkat IT Magelang
Nonor 5 Tahun 1992, Tenggal 6 Juni 1992
Seric D ; Il'omor 5

Sekretaris Wilayvah/Daerah

ttd

Drs. TO X1 ADI.

Penbina Tingkat I
NIP, 500 031 722.

Dipindai dengan CamScanner
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PENJELASAR
ATAS

- PERATURAN DAERAII KABUPATEN DAFRAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 1 TANUIl 1992

TENTAUG
PERUBAIIAN KEDUA  PERATURAN DAERAII
KABUPATEN DAERAN TINGKAT ITI MACGELAIG
NOMOR 7 TANUN 1985 TENTANG KARTU KELUARGA
KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBANAN DALAN RAVGKA
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PEVDUDUK.,

I. PENJELASAN UMUM.

Dalan rangka mengewaluasi dan meningkatkan kesiat
an atas pelaksanaan Pendaftaran Penduduk secarz menye
Juruh dan dengan memperhatikan surat Gubermur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Juli 1992 lio-
nor A474.4/27841 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Pendu
duk perlu adanya pengaturan dan penataan pendulul  di
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang,

Untuk meneapai tujuan tersebut diatas, Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang telah mensatur
dengan Peraturan Daerah Nomor:'7 Tahun 1985, yang diun
dangkan pada tanggal 18 Nopember 1985 dan dimuat dalam
Lenbaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT IMagelang-
Womor 7 Tahun 1985, Serie D Nomor 4.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1985 tecsebut te-
1ah mengalami perubahan pertama dengan dikeluarken nyu
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 7 Tahun 1985 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tan
da Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pe
laksanaan Pendaftaran Penduduk, yang diundangkan pada
tanggzl 17 April 1990 dan dimuat dalan Lembaran Dacrah
Kabupaten Daerah Tingkat IT Magelang Tahun 1990, Serie
D Nowmor 2.

Naimn dalan perkembangan dewasa ini khususnyn yg
berkaitan dengan teknis adwministrasi pendaftaran pendu
duk, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1990 tersebut dira
sa kurang memadai, sehingga perlu diadakan perubchan.

Dipindai dengan CamScanner
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Untuk itu Peraturen Dgerah ini dimaksudkan eeba
gai Pengganti Peravran Dacrah Kgbupaten Dacrah Ting”
kat II Magelang flomor L Tahun 1990 tentang Perubshan
Pertama Peraturan Ducran Kebupaten Dacrah Tingkat IT
Magelang Nomor 7 Tehwn 1984 tentang Kartu Keluarga,
Kartu Tanda Penduduk
. laksansan Pendaftaran

PENJSLASAN PASAL DFMI

dan T erubahan dalam rangka Pe
Panduduk,

PASAL .

Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

6

e I B

11

11

ayat ( 1)
ayat ( 3)
ayat (11). -
ayat (12)
ayat (13)
ayat (.1)
ayat ( 2)

ayat ( 3)
ayat ( 4)
ayat ( 3)

P — o . . . o
— - ————— .

EoL 048

L1

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
s Cukup jelas,
Cukup jelas.

Biaya dimaksud dalan pasal
-pasal ini sudah termasuk
 biaya pas photo dan lamina

LA ©0

ne

' Cukﬁp jelas.

¢ Cukup jelas.

Cukup jelas.

T —

===c=s=s= $$88800088
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